
PELAKSANA RISET KEPEMILUAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 12/HK.03.1-
Kpt/53/Prov/VII/2021 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA RISET KEPEMILUAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan riset kepemiluan serta peningkatan pemanfaatan hasil
penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis riset (recearch-based
policy) dan perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di masa yang akan
datang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Penetapan Pelaksana Riset Kepemiluan Pada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan LNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan U Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor
6109; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI
Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 980); PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
(Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
(Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
(Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun
2020 Nomor 615); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 12/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Pelaksana Riset
Kepemiluan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak
ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
12/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Pelaksana Riset Kepemiluan
Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terkait
dengan menetapkan Dr. Umbu Rauta, SH, M.Hum sebagai Perorangan Pelaksana
Riset Kepemiluan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021, dengan tema riset “Problematika Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun
2020 di Kabupaten Sabu Raijua; Studi Kasus Pencalonan”;

- Lampiran tidak ada.


